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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan judul Partisipasi 

Masyarakat Pada Pengawasan Pilkada di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok 

Utara Tahun 2020 yang telah diuraikan maka penulis dapat menyimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: Untuk menciptakan Pilkada yang berintergritas 

tentunya Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten Lombok Utara serta PPK dimasing-

masing kecamatan harus konsisten  dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomer 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembinaan khususnya bagi masyarakat 

Lombok Utara khususnya di kecamaatan Bayan, bersama dengan tokoh adat, 

tokoh agama dan tokoh pemuda serta instansi terkait lainnya memberikan 

sosialisasi langsung kepada masyarakat dan mendistribusikan Brosur, 

selenggarakan seminar dan mengundang semua organisasi kemahasiswaan dan 

berkomunikasi dengan semua orang, termasuk pemimpin daerah, agama dan adat, 

dan mendorong dan mengontrol anggotanya untuk berpartisipasi dalam 

pengawasan Pilkada 2020. Desa serta tokoh agama dan adat supaya mendorong, 

dan memberikan kontrol kepada anggotanya untuk berpartisipasi dalam Pilkada 

Lombok Utara 2020. 

Meskipun Bawaslu Kabupaten Lombok Utara dan Panwaslu telah 

melakukan yang terbaik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam 

pemeliharaan, pengawasan dan penyemangat pelaksanaan Pilkada Kabupaten 
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Lombok Utara, namun masih ada sebagian masyarakat yang tidak aktif 

melakukan pengawasan dan pembinaan. latihan Hak politiknya. 

Masyarakat enggan membentuk kelompok Golongan Putih / Golput, hal ini 

dikarenakan masyarakat kurang memahami hak dan kewajiban politiknya. 

Penyebab lainnya adalah kurangnya sosialisasi tentang pentingnya partisipasi dan 

pengawasan masyarakat  di Lombok Utara khususnya di kecamatan Bayan. 

5.2 Saran 

Peraturan perundang-undangan saat ini harus disosialisasikan lebih optimal 

untuk memberikan pencerahan yang lebih luas, dan kader yang sistematis dan 

berkelanjutan harus digunakan untuk menindaklanjuti peraturan perundang-

undangan ini, terutama bagi kaum muda, dan berharap generasi penerus bangsa 

memiliki lebih baik Mengenal dan berpartisipasi dalam menyambut pilkada 

berikutnya. Artinya, jika negara bagian Pirkada melaksanakan pemilihannya 

sesuai dengan regulasi yang berlaku serta partisipasi dan pengawasan masyarakat 

di daerah yang lebih tinggi di Pirkada, maka pemilihan umum pasti akan lebih 

baik. 

Dengan kesadaran kolektif masyarakat tentunya akan mampu 

menyelenggarakan pemilu secara jujur, jujur, adil, dan bersih, serta mewujudkan 

partai demokrasi yang sesuai dengan cita-cita negara. Bawaslu, PPK dan 

masyarakat menjalin jejaring, komunikasi / koneksi dan partisipasi yang lebih luas 

tanpa batas waktu sehingga demokrasi dapat berjalan dengan lancar dan segala 

kendala dapat diselesaikan secara keseluruhan. 
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Terhadap aparat penyelenggaraan Pemilu (PPS dan KPPS) agar 

memberikan pemahaman tentang partisipasi lebih utuh dan sesuai dengan 

peraturan undang-undang yaitu UU Nomer 7 Tahun 2017 tentang 

penyelenggaraan pemilu dan Pilkada yang berlaku, sebagai upaya dalam 

mewjudkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pilkada 

2020 khususnya pada Pilkada yang akan datang. 

Pengawasan publik, terutama penyelenggara pemilu lainnya, khususnya 

pemilu / Bawaslu, PPK dan lembaga pengawasan polisi, memberikan 

penghargaan kepada mereka yang sangat terlibat meski formatnya sederhana, 

seperti kaos oblong, sertifikat dan kelak. Sebagai komunitas teladan untuk 

berpartisipasi dan mengawasi Pilkada mendatang di Lombok Utara khususnya 

Kecamatan Bayan yang akan datang. 

Status tokoh agama, masyarakat, pemuda dan lain-lain dalam Pilkada di 

Kabupaten Lombok tahun 2020, selain berperan sebagai juru bicara pemerintah 

dan penyelenggara Pilkada, juga harus memberikan dukungan atau nasehat untuk 

Berperan lebih ideal dalam membangun kesadaran masyarakat. dan ikut 

memonitor Pilkada 2020 mendatang di  kabupaten Lombok Utara, khususnya di 

Kecamatan Bayan. 
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